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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1964
TENTANG
WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

perlu mengatur Wajib Kerja pada Pemerintah bagi tenaga para-medis
selaras dengan Wajib Kerja bagi Sarjana Kesehatan,

1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Pasal 2 nomor Il dan pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 6 tahun 1963
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79);

3. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);

4. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);

5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239
tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

UNDANG-UNDANG TENTANG WAIJIB KERJA TENAGA PARA-
MEDIS.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan tenaga Para-medis dalam Undang- undang ini
adalah Tenaga Kesehatan Sarjana Muda, menengah dan rendah
sebagaimana tersebut dalam pasal 2 nomor Il Undang-undang No. 6 tahun
1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79) tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 2.

(1) Pemimpin Badan-badan pendidikan tenaga para-medis, baik
Pemerintah maupun Swasta, wajib memberitahukan kepada Menteri
Kesehatan atau Instansi-instansi yan ditunjuknya, tentang lulusnya
seseorang tenaga para-medis dalam waktu sebulan sesudah
memperoleh ijazah ujian penghabisan.

(2) Segera...
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(2) Segera setelah lulus dari pendidikannya, tenaga kesehatan yang
dimaksudkan dalam pasal 1 harus mendaftarkan diri pada Instansi-
instansi kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(3) Menteri Kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang
dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini pada Pemerintah selama tiga
tahun.

Pasal 3.

Selama bekerja pada Pemerintah tenaga kesehatan yang dimaksudkan
dalam pasal 2 Undang-undang ini memiliki kedudukan pegawai negeri dan
oleh karenanya peraturan-peraturan bagi pegawai negeri berlaku pula
baginya.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 tahun
1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara
tahun 1961 No. 263), terhadap pelanggaran pasal 2 Undang-undang ini
Menteri Kesehatan dapat mengambil tindakan-tindakan administratif yang
dimaksudkan dalam pasal 11 Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 79).

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan

Agar...



